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Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Fahmi Saputra Al Idrus, 

S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, 

para Advokat pada Fahmi Saputra Al Idrus, S.H., M.H. & 

Partners, beralamat di Kabupaten Bone Bolango, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023; 

Para Pemohon Kasasi II; 

Lawan 

1. RONALD  MUCHSIN  ABID,  kewarganegaraan  

Indonesia,  tempat tinggal di Perum Griya Seban, Jalan 

Jakarta, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, 

Kota Gorontalo, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; 

2. FAUZI  ABDULLAH  ABID,  kewarganegaraan  

Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Molosifat W., 

Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, pekerjaan 

Wiraswasta; 

3. LANDHY  ALFANDY  SAID,  kewarganegaraan  

Indonesia,  tempat  tinggal di Desa Huluduotamo,  

Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, 

pekerjaan Wiraswasta; 

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: H. Supomo Lihawa, 

S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para 

Advokat pada H. Supomo Lihawa, S.H. & Partners, 

beralamat di Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus Nomor 19/TUN/SK/SL/VIII/2022, tanggal 19 Agustus 

2022; 

Para Termohon Kasasi; 
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Mahkamah Agung tersebut; 

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari putusan ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, 

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk 

memberikan putusan sebagai berikut: 

1.   Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan batal atau tidak sah peralihan hak Sertifikat Hak Milik 

Nomor 936, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota 

Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Surat Ukur Nomor 00006/Limba U 

I/1979, tanggal 3 Maret 1979, luas 824 m² (delapan ratus dua puluh 

empat meter persegi) atas nama: 1. Anisa Abdullah, 2. Fatlun Sjeiban, 3. 

Aziza Syeban, 4. Sri Aryati, 5. Yusuf Achmad Syeban; 

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut peralihan hak Sertifikat Hak 

Milik Nomor 936, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota 

Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Surat Ukur Nomor 00006/Limba U I/ 

1979, tanggal 3 Maret 1979, luas 824 m² (delapan ratus dua puluh empat 

meter persegi) atas nama: 1. Anisa Abdullah, 2. Fatlun Sjeiban, 3. Aziza 

Syeban, 4. Sri Aryati, 5. Yusuf Achmad Syeban; 

4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kembali Sertifikat Hak Milik 

Nomor 936 Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota 

Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Surat Ukur Nomor 00006/Limba 

U.I/1979, tanggal 3 Maret 1979, luas 824 m² (delapan ratus dua puluh 

empat meter persegi) atas nama: 1. Anisa Abdullah, 2. Fatlun Sjeiban, 3. 

Aziza Syeban, 4. Sri Aryati, 5. Yusuf Achmad Syeban, menjadi atas nama  

Salma Idrus Mohammad; 

5. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  yang  timbul  dalam 

perkara ini; 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan 

Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 telah mengajukan eksepsi sebagai berikut: 

Eksepsi Tergugat: 

1. Gugatan Para Penggugat Lewat Waktu (Kedaluwarsa); 
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2. Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel); 

3. Gugatan Kurang Pihak; 

4. Kewenangan Pengadilan; 

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3: 

1. Kewenangan Pengadilan: 

2. Nebis In Idem: 

3. Surat Kuasa Para Penggugat Cacat Formil; 

4. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium); 

5. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel): 

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan 

Tata Usaha Negara Gorontalo dengan Putusan Nomor 17/G/2022/ 

PTUN.GTO, tanggal 2 Desember 2022, kemudian di tingkat banding putusan 

tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado 

dengan Putusan Nomor 7/B/2023/PT.TUN.MDO, tanggal 9 Februari  2023; 

 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan 

kepada Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II masing-masing pada 

tanggal 9 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan 

Para Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-

masing pada tanggal 15 Februari 2023 dan tanggal 16 Februari 2023, 

permohonan-permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang 

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata 

Usaha Negara Gorontalo tersebut masing-masing pada tanggal 16 Februari 

2023 dan tanggal 22 Februari 2023; 

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, 

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam 

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal 

dapat diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima 

masing-masing pada tanggal 16 Februari 2023 tanggal 22 Februari 2023, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi 

I dan Para Pemohon Kasasi II meminta agar: 
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Pemohon Kasasi I: 

I.    Dalam Eksepsi 

1.   Menerima eksepsi Pemohon Kasasi I semula Pembanding I/ 

Tergugat untuk seluruhnya; 

2. Membatalkan   Putusan  Pengadilan  Tinggi   Tata  Usaha  Negara  

Manado Nomor  7/B/2023/PT.TUN.MDO,   tanggal  9 Februari  2023   

juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 

17/G/2022/PTUN.GTO, tanggal  2 Desember 2022; 

II.   Dalam Pokok Perkara  

1.  Menerima permohonan kasasi untuk seluruhnya; 

2. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi I semula Pembanding I/ Tergugat 

dalam pokok perkara untuk seluruhnya; 

3. Menetapkan dan menyatakan sah peralihan Sertipikat Hak Milik 

Nomor 936, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota 

Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Surat Ukur Nomor 00006/Limba U I, 

tanggal 3 Maret 1979, luas 824 m2 (delapan ratus dua puluh empat 

meter persegi) atas nama: 1. Anisa Abdullah, 2. Fatlun Sjeiban,                       

3. Aziza Syeban, 4. Sri Aryati, 5. Yusuf Achmad Sjeiban; 

4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat untuk 

membayar  biaya  perkara yang timbul dalam perkara ini; 

Para Pemohon Kasasi II: 

1. Menerima  permohonan  kasasi  Pemohon  Kasasi; 

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata  Usaha  Negara  Manado 

Nomor 7/B/2023/PT.TUN.MDO, tanggal 9 Februari 2023 juncto  Putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 17/G/2022/ 

PTUN.GTO, tanggal  2 Desember 2022; 

3. Membebankan kepada Termohon Kasasi/Termohon Terbanding/Para 

Penggugat  untuk membayar  biaya  perkara ini; 

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon 

Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada 

tanggal 2 Maret 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi 

dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II; 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut 

Mahkamah Agung berpendapat: 

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti 

telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan 

sebagai berikut: 

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 

44/Pdt.G/2011/PN.Gtlo, tanggal 2 Februari 2012 juncto Putusan 

Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 09/PDT/2012/PT.GTLO, tanggal 11 

Juli 2012 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 63 K/Pdt/2013 tanggal 

27 November 2013 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Kepala 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo 

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 139/KEP-75.600/VIII/2020 tanggal 

19 Agustus 2020, tentang Pembatalan Perubahan Data (Peralihan Hak) 

atas Sertipikat Hak Milik Nomor 936/Limba U I, atas nama Evi Yuliana 

Montana. Surat keputusan tersebut memutuskan menarik sertipikat atas 

nama Evi Yuliana Montana dan melakukan perbaikan sertipikat dengan 

melakukan pencatatan perubahan data dan mencatat sertipikat ke atas 

nama Aluwiyah Abid, sehingga terjadi peralihan hak atas Sertipikat Hak 

Milik Nomor 936, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota 

Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Surat Ukur Nomor 00006/Limba U I, tanggal 

3 Maret 1979, luas 824 m2 (delapan ratus dua puluh empat meter persegi) 

dari atas nama Salma ldrus Mohammad beralih menjadi atas nama 

Aluwiyah Abid; 

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Gorontalo 

Nomor 88/Pdt.P/2021/PA.Gtlo, tanggal 11 Februari 2021, Sertipikat Hak 

Milik Nomor 936, Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Kota 

Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Surat Ukur Nomor 00006/Limba U I, tanggal 

3 Maret 1979, luas 824 m2 (delapan ratus dua puluh empat meter persegi) 

beralih ke atas nama: 1. Anisa Abdulah; 2. Fatlun Sjeiban; 3. Aziza 

Syeban; 4. Sri Aryati, dan 5. Yusuf Achmad Syeban; 

- Bahwa dengan demikian pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik 

objek sengketa a quo merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan 
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak termasuk 

Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di 

Peradilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut 

Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan 

kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya; 

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara Manado Nomor 7/B/2023/PT.TUN.MDO, tanggal 9 Februari  

2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo 

Nomor 17/G/2022/PTUN.GTO, tanggal 2 Desember 2022, tidak dapat 

dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung 

mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di 

bawah ini; 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan 

sebagai pihak yang kalah Para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya 

perkara dalam semua tingkat pengadilan; 

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-

undangan lain yang terkait;  

MENGADILI: 

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I KEPALA 

KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO dan Para Pemohon 

Kasasi II: 1. ANISA ABDULLAH, 2. FATLUN SJEIBAN, 3. AZIZA  

SYEBAN, 4. SRI ARYATI, 5. YUSUF  ACHMAD  SYEBAN; 
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2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado 

Nomor 7/B/2023/PT.TUN.MDO, tanggal 9 Februari  2023, yang 

menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 

17/G/2022/ PTUN.GTO, tanggal 2 Desember 2022; 

MENGADILI SENDIRI: 

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 

2. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada 

semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah); 

 Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., 

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai 

Ketua Majelis, bersama-sama dengan, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., 

M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai 

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu 

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan 

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak. 

 Anggota Majelis: Ketua Majelis, 
 
   
 ttd/. ttd/. 
 
 
Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. H. Is Sudaryono, S.H., M.H. 
  
   
 ttd/. 
 
 
 Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 249 K/TUN/2023 

 Panitera Pengganti, 
 
 
 ttd/. 
 
 
 Joko A. Sugianto, S.H. 
 
 

Biaya-biaya: 

1. Meterai Rp 10.000,00 
2. Redaksi Rp 10.000,00 
3. Administrasi Kasasi Rp 480.000,00 

Jumlah Rp 500.000,00 

 

 

Untuk Salinan 
MAHKAMAH AGUNG R.I. 

 a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara 

  
 
 
 

  (H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.) 
                 NIP. 19610514 198612 1 001 

a.n. Panitera 
 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9


